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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan pada Pasal 10 UU
20/2023 disebutkan bahwa ASN berfungsi sebagai: (1) pelaksana kebijakan publik; (2)
pelayanan publik; dan (3) perekat dan pemersatu bangsa.

Badan Kepegawaian merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
kepegawaian yang membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan dan tugas pembantuan terkait Kepegawaian. Badan Kepegawaian
sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pencapaian kinerja sebagai
perwujudan asas akuntabilitas.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Tahun 2024 disusun sebagai salah satu
bentuk pertanggungjawaban Badan Kepegawaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi
selama tahun 2024. Laporan ini juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu
peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian, serta untuk
mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Kepegawaian.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan
Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara merupakan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian,
sebelum Perda ini terbit Badan Kepegawaian bernama Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi
dan anggaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara:
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1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023

tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas:
Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Kepegawaian
Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
b. Pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
c. Perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
d. Penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas;
e. Penyusunan dan pengajuan penetapan kebutuhan CPNS;
f. Penyusunan dan pengajuan pengadaan CPNS;
g. Pengurusan penetapan dan kenaikan pangkat dan jabatan ASN;
h. Pelaksanaan pengembangan karier ASN;
i. Penyusunan pola karier ASN;
j. Penyusunan dan pengajuan promosi, mutasi dan pemberhentian ASN;
k. Penyelenggaraan penilaian kinerja CPNS dan ASN;
l. Penyusunan dan pengajuan gaji dan tunjangan CPNS dan ASN;
m. Pengurusan pemberian penghargaan kepada CPNS dan ASN;
n. Pengembangan, pembinaan dan pengendalian disiplin CPNS dan ASN;
o. Pengurusan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN;
p. Fasilitasi perlindungan kepada CPNS dan ASN;
q. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
r. Penyusunan dan penyajian laporan seperti LK, LPPD, SAKIP, LKPJ, LKPD, SPIP;
s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya; dan
t. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Kepegawaian.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas,

disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera
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Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dengan susunan organisasi sebagai
berikut:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari:

a. Sekretaris;
b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Kepala Subbagian Keuangan;

3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
4. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi;
5. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur;
6. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
7. UPTD Pusat Assesmen Kompetensi Kelas A, terdiri dari:

1. Kepala UPTD;
2. Kepala Subbagian Tata Usaha;
3. Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi;
4. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Pergub No. 38 Tahun 2023

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Provinsi Sumatera Utara, maka dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian dalam memberhasilkan
program dan kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan data dari Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Provsu periode 31 Desember 2024 bahwa
jumlah PNS sebanyak 112 orang. Adapun komposisi pegawai Badan Kepegawaian Provinsi
Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
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1.2.2. Anggaran
Pada APBD Tahun 2024 Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.748.026.324,- dan pada Perubahan
APBD 2024 anggaran tersebut berubah menjadi Rp. 34.273.877.174,- Pagu anggaran
tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian
Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 yang dipergunakan untuk belanja operasi yang terdiri
dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja hibah. Berikut adalah
Anggaran yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada tahun
2022, tahun 2023 dan tahun 2024:

Tabel 1.1
Perbandingan Anggaran Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber Tahun 2022
(Rp.)

Tahun 2023
(Rp.)

Tahun 2024
(Rp.)

APBD 32.206.732.000,- 35.222.170.362,- 39.748.026.324,-

P. APBD 35.737.001.000,- 33.654.981.604,- 34.273.877.174,-
Sumber : DPA BAPEG Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, 2023 dan 2024

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.3.1. Permasalahan
Permasalahan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang

dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa
datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berikut ini merupakan hasil
rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap)
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian
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rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar
masalah.

Adapun permasalahan-permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:
Tabel 1.2

Permasalahan Perangkat Daerah
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Pengadaan ASN
(mutasi masuk) belum
optimal.

Pengadaan ASN (mutasi
masuk) belum sepenuhnya
mengakomodir pada
kebutuhan riil dan kompetensi
jabatan.

Belum optimalnya pelaksanaan
Pengadaan ASN khususnya
seleksi mutasi masuk dari
instansi luar sesuai kebutuhan
riil dan kompetensi jabatan.

2 Pelaksanaan
pengembangan karir
ASN belum optimal.

 Pelaksanaan penempatan
JPT, Jabatan
Administrasi, Jabatan
Pengawas dan jabatan
pelaksana belum
sepenuhnya sesuai
kualifikasi dan
kompetensi.

 Belum optimalnya profil
pegawai yang disusun
berdasarkan pemetaan
talenta/ kompetensi.

 ASN yang berkinerja
tinggi belum sepenuhnya
diprioritaskan untuk
promosi.

 Belum optimalnya
pelaksanaan
pengembangan
kompetensi baik secara
klasikal maupun
nonklasikal.

 Belum selesainya
penyempurnaan Peraturan
Gubernur tentang Standar
Kompetensi Jabatan (SKJ)
untuk semua jenjang
jabatan.

 Belum optimalnya
penerapan talent pool dan
assessment ASN

 Belum sinkronnya penilaian
kinerja individu ASN dengan
talent mapping.

 Penyusunan dokumen
HCDP masih dalam proses.

3 Pemberian tunjangan
kinerja berdasarkan
hasil penilaian kinerja
belum optimal

Penilaian kinerja belum
sepenuhnya objektif

Dalam memberikan penilaian
atasan belum sepenuhnya
objektif

4 Pengembangan
kompetensi ASN
belum dilaksanakan
secara optimal

 Belum optimalnya hasil
Analisa kebutuhan diklat/
Analisa pengembangan
kompetensi ASN

 Penataan pegawai belum
sepenuhnya sesuai
dengan formasi
kebutuhan, kualifikasi dan

 Belum optimalnya database
kompetensi ASN

 Belum optimalnya
pemanfaatan Anjab dan
ABK dalam penataan
pegawai
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kompetensi dalam jabatan

5 Sistem Informasi
kepegawaian dan
layanan kepegawaian
belum optimal

Sistem Informasi
kepegawaian dan layanan
kepegawaian belum
sepenuhnya berbasis online

 Belum tersedianya Database
kepegawaian yang realtime
dan lengkap

 Belum terintegrasinya sistem
informasi kepegawaian dan
layanan kepegawaian
dengan pusat/ provinsi/
lembaga lainnya.

 Belum maksimalnya
pengembangan aplikasi
SIMPEG dan E-Kinerja
Badan Kepegawaian

 Adanya pergantian personal
Teknis Pengelola aplikasi.

1.3.2. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan kondisi dan situasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi

Sumatera Utara, maka Isu-Isu strategis pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera
Utara yang telah dirumuskan adalah:
1. Belum optimalnya Pengadaan ASN (mutasi masuk) belum optimal;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan karir ASN;
3. Belum optimalnya pemberian tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
4. Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN;
5. Belum optimalnya sistem Informasi kepegawaian dan layanan kepegawaian.

1.4 Dasar Hukum
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara ini disusun

berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan

Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
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Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah
Daerah.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2024 adalah:
BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek
strategis organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.
3.2 Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP
Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN
1 Perjanjian Kinerja.
2 Lain-lain yang dianggap perlu.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Tujuan dari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah mewujudkan

sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berikut
adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian
Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah

Tahun Periode Rencana Strategis

No. Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran

Target Kinerja Sasaran
pada Tahun ke-

2024 2025 2026

1. Mewujudkan
Sistem Merit
dalam
Manajemen ASN
di Pemerintah
Provinsi
Sumatera Utara.

Terwujudnya
sistem merit
dalam
manajemen ASN
di Pemerintah
Provinsi
Sumatera Utara

Nilai
Sistem
Merit

340
Poin

343,5
Poin

350 Poin

Sumber : Renstra Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provinsi
Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No
Tujuan/
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Satuan

Penjelasan

Definisi Operasional
Formulasi/
Rumus

Perhitungan
Sumber Data

1 Terwujudnya
sistem merit
dalam
manajemen
ASN di
Pemerintah
Provinsi
Sumatera
Utara.

Nilai
Sistem
Merit

Poin Untuk mengetahui
kebijakan dan
manajemen ASN yang
berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja yang
diberlakukan secara
adil dan wajar dengan
tanpa diskriminasi.

Σ Skor
penilaian
atas kriteria
indikator
sistem merit
dibagi total
bobot kriteria
indikator
sistem merit.

Hasil evaluasi
dari Badan
Kepegawaian
Negara.
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2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024
Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui
berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen
Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Badan Kepegawaian
Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2024
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Sumber : Rencana Kinerja Bapeg Provinsi Sumatera Utara tahun 2024

Anggaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 yang
tertuang di Rencana Kinerja merupakan anggaran yang belum final, masih perlu
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pembahasan sampai menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.
Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun
prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan
kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau
kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang
tidak terarah.

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya sistem merit dalam
manajemen ASN di Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara

Nilai Sistem Merit 340 Poin

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program
dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan,
dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara:
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Tabel 2.5
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara
◘Tahun 2024
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Sumber : Renja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Anggaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 telah
dipergunakan sesuai dengan program/kegiatan dan sub kegiatan yang telah
direncanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi. Capaian harus terukur dengan sasaran/target yang
telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang
disusun secara periodik. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara
yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target
masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk
mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
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Nilai Sistem Merit diukur dengan menggunakan 8 (delapan) dimensi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen
Aparatur Sipil Negara, pada pasal 6 diktum kedua, antara lain:
1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karir;
4. Promosi dan mutasi;
5. Manajemen kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan pelayanan;
8. Sistem informasi;

Indikator dari setiap dimensi dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan Kebutuhan, dengan sub aspek:

a. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka
menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK;

b. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan real time yang disusun
menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;

c. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima)
tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja;

d. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima)
tahun yang berasal dari calon PNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain;

2. Pengadaan dengan sub aspek:
a. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan yang dirinci

menurut jumlah, jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja,
baik dari CPNS, PPPK, ataupun PNS dari instansi lain (untuk instansi tertentu);

b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub/Perbup/Perwal) terkait
pengadaan ASN dan TNI/POLRI (untuk instansi tertentu) secara terbuka,
kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;

c. Pelaksanaan penerimaan calon PNS/PPPK/PNS dari instansi lain dilakukan
secara terbuka;

d. Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi calon PNS;
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e. Persentase pegawai yang baru diangkat menjadi PNS yang penempatan
pertamanya sesuai jabtan yang dilamar;

3. Pengembangan Karir dengan sub aspek;
a. Ketersediaan standar kompetensi manajerial, teknis dan social cultural untuk

setiap jabatan;
b. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan

talenta/kompetensi;
c. Ketersediaan Talent Pool dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil

ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola
karir instansi;

d. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi
teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karis instansi;

e. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi
pegawai;

f. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;
g. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi

dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas;
h. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;
i. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran

pegawai;
j. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan

mentoring;
4. Promosi dan Mutasi dengan sub aspek:

a. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/ Perwal)
tentang pola karir;

b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) tentang
pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada
talent pool dan rencana suksesi;

c. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan
Pengawas secara terbuka dan kompetitif;

5. Manajemen Kinerja dengan sub aspek:
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a. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana
Strategis organisasi;

b. Penggunaan metode penilaian kinerja yang objektif;
c. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja

untuk memastikan tercapainya kontrak kerja;
d. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan

strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;
e. Ketersediaan kebijakan internal yang mengatur hubungan antara hasil penilaian

kinerja dengan memberi prioritas terhadap pegawai yang berkinerja tinggi
dalam pembinaan dan pengembangan karir;

6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dengan sub aspek:
a. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan

hasil penilaian kinerja;
b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) untuk

memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap
pegawai berprestasi luar biasa;

c. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode
perilaku ASN di lingkungan instansinya;

d. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode
perilaku yang dilakukan pegawai;

7. Perlindungan dan Pelayanan dengan sub aspek:
a. Kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan

kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional;
b. Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang

membutuhkan pelayanan administrasi.
8. Sistem Informasi dengan sub aspek:

a. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawian yang berbasis online yang
terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan
pegawai;

b. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
Kepegawaian berbasis online;

c. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;
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d. Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan
kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.

Ada 4 (empat) kategori indeks penerapan sistem merit ASN yaitu :
1. Kategori I dengan Predikat Buruk dilakukan audit dan supervisi sampai dengan

kategori baik;
2. Kategori II dengan Predikat Kurang dibimbing sampai dengan kategori baik;
3. Kategori III dengan Predikat Baik diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari talent

pool namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan dari BKN dan dievaluasi
setiap tahun;

4. Kategori IV dengan predikat Sangat Baik dapat diberikan kesempatan untuk mengisi
JPT dari talent pool dan dievaluasi 2 tahun sekali.

Tabel 3.1
Kategori Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

No Kategori Nilai Indeks Sebutan

1 Kategori IV 325-400 0,81-1 Sangat Baik

2 Kategori III 250-324 0,61-0,8 Baik

3 Kategori II 175-249 0,41-0,6 Kurang

4 Kategori I 100-174 0,2-0,4 Buruk

Sumber : Permenpan & RB Nomor 40 tahun 2018

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan
Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No. Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian

%
Sumber
Data

1 Terwujudnya sistem merit
dalam manajemen ASN di
Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara

Nilai
Sistem
Merit

340 343,5 101,03% BKN

Sumber : Hasil penilaian Badan Kepegawaian Negara
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Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 492 tahun
2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 memperoleh hasil penilaian pada
Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 343,5 (tiga ratus empat puluh tiga koma lima)
dan Indeks 0,84 (nol koma delapan empat).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah mendapatkan penilaian sistem
merit dengan kategori SANGAT BAIK, dan telah memiliki manajemen talenta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, dapat dikecualikan dari pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka dengan pengawasan maupun pendampingan
dari Badan Kepegawaian Negara, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan
salah satu instansi yang memiliki kategori SANGAT BAIK maka akan dilakukan
monitoring dan evaluasi 2 (dua) tahun sejak keputusan penilaian ditetapkan.

Untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan sistem merit di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Kepegawaian Negara merekomendasikan
langkah-langkah penataan/perbaikan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan
sistem merit sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rekomendasi Langkah-Langkah Penataan/Perbaikan

Aspek-Aspek yang terkait dengan Pelaksanaan Sistem Merit

NO. ASPEK SISTEM MERIT REKOMENDASI BKN

1. Perencanaan Kebutuhan NIHIL

2. Pengadaan Melaksanakan kebijakan internal mengenai seleksi mutasi
masuk untuk menyaring secara kompetitif pegawai dari
instansi luar yang mengajukan mutasi ke lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3. Pengembangan Karier 1) Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
untuk JPT Madya dan Jabatan Administrator;

2) Melanjutkan asesmen kompetensi agar lebih banyak
pegawai yang terpetakan profil kompetensinya;

3) Melakukan pemetaan pegawai ke dalam talent pool
dan rencana suksesi sesuai ketentuan nasional;

4) Melanjutkan penyusunan analisis kesenjangan
kinerja bagi seluruh OPD dan seluruh jenjang
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jabatan;
5) Menyempurnakan metode untuk menghasilkan

analisis kesenjangan kompetensi melalui metode
asesmen kompetensi;

6) Menyempurnakan penyusunan dokumen HCDP agar
didalamnya memuat rencana kebutuhan
pengembangan kompetensi baik secara klasikal
maupun nonklasikal yang disusun berdasarkan hasil
analisis kesenjangan kompetensi pegawai;

7) Menyusun kebijakan internal pedoman pelaksanaan
magang pegawai di lingkungan instansi dan
melaksanakan magang dengan durasi yang lebih
memadai untuk peningkatan kompetensi;

8) Melaksanakan coaching dan mentoring secara rutin
dan terjadwal di seluruh OPD;

9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan coaching dan mentoring untuk melihat
keberlangsungan coaching dan mentoring di OPD.

4. Promosi dan Mutasi Menetapkan kebijakan internal mengenai manajemen
talenta yang didalamnya memuat detail bobot setiap unsur
pembentuk parameter potensial dan kinerja.

5. Manajemen Kinerja Melaksanakan analisis kesenjangan kinerja, serta
membangun dan menerapkan mekanisme monitoring
untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap
strategi/rencana aksi mengatasi permasalahan kinerja.

6. Penggajian,
Penghargaan, dan
Disiplin

Melaksanakan pemberian penghargaan secara rutin
kepada pegawai berprestasi.

7. Perlindungan dan
Pelayanan

NIHIL

8. Sistem Informasi Melanjutkan pelaksanaan asesmen kompetensi kepada
pegawai yang belum pernah dilakukan asesmen.

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk
menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BKN, dan terus
berkoordinasi dengan BKN agar pada tahun-tahun berikutnya capaian penilaian
penerapan Sistem Merit sesuai target, atau lebih baik lagi.
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3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2023
dan 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

Sumber : Hasil Penilaian Sistem Merit

Pada tahun 2022, Penilaian Sistem Merit dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil
Negara, sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil
Negara, pada pasal 25, KASN memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem
merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku
ASN. Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor
140/KEP.KASN/C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 November
2022, telah ditetapkan penilaian penerapan sistem merit tahun 2022 di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai
333,5 poin dan indeks 0,81 atau capaian kinerja mencapai 111,16% dari yang
ditargetkan 300 poin.

Untuk Penilaian Sistem Merit tahun 2023, sesuai dengan peraturan KASN
bahwa Instansi yang Nilai Sistem Merit mencapai ketegori IV (Sangat Baik), maka
penilaian akan dilakukan 2 tahun berikutnya di Tahun 2024, dengan demikian Badan
Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 masih menggunakan nilai
Sistem Merit di tahun 2022 yakni 333,5 poin dan indeks 0,81 dengan kategori IV (Sangat
Baik) dengan capaian kinerja 100%.

Pada tahun 2024, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara, maka penilaian sistem merit dilakukan oleh Badan

Indikator
Kinerja

Target (Poin) Realisasi (Poin) % Capaian Kinerja

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Nilai Sistem
Merit 300 333,5 340 333,5 333,5 343,5 111,16% 100% 101,03%
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Kepegawaian Negara. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 492 tahun 2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan
Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 memperoleh hasil
penilaian pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 343,5 (tiga ratus empat puluh tiga
koma lima) dan Indeks 0,84 (nol koma delapan empat).

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka
menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kepegawaian
Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No. Sasaran Strategis Indikator
Kinerja

Realisasi
Kinerja
Tahun n

Target Akhir
Rencana
Strategis

Tingkat
Kemajuan

1 Terwujudnya sistem merit dalam
manajemen ASN di Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara

Nilai Sistem
Merit

343,5 350 98,14%

Sumber : Hasil Penilaian BKN
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3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika
ada)

Untuk penilaian sistem merit tidak ada standar nasional, yang ada hanyalah nilai
maksimal yaitu sebesar 400 poin dengan kategori IV, indeks 1 sebutan sangat baik.
Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berada di posisi 343,5 poin
dengan kategori IV sebutan sangat baik.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Realisa

si
%

Capaian
Analisis

Keberhasilan/
Kegagalan

Solusi yang
dilakukan

1 Terwujudnya sistem
merit dalam
manajemen ASN di
Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara

Nilai
Sistem
Merit

340 Poin
(Sangat
Baik)

343,5
Poin

(Sangat
Baik)

101,03% Sejauh mana
memenuhi dan
melaksanakan 8
aspek penilaian
sistem merit yang
ditetapkan oleh
BKN

Melaksanakan
dan memenuhi
rekomendasi
yang
disampaikan
oleh BKN

Sumber : Hasil Penilaian BKN

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah
Nilai Sistem Merit. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara Pasal 1, Sistem Merit didefenisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara
adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut tahun 2024, BKN merekomendasikan untuk
melakukan penyempurnaan pada aspek-aspek sebagai berikut:
1. Pengadaan

Melaksanakan kebijakan internal mengenai seleksi mutasi masuk untuk menyaring
secara kompetitif pegawai dari instansi luar yang mengajukan mutasi ke
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
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2. Pengembangan Karir
1) Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk JPT Madya dan

Jabatan Administrator;
2) Melanjutkan asesmen kompetensi agar lebih banyak pegawai yang

terpetakan profil kompetensinya;
3) Melakukan pemetaan pegawai ke dalam talent pool dan rencana suksesi

sesuai ketentuan nasional;
4) Melanjutkan penyusunan analisis kesenjangan kinerja bagi seluruh OPD dan

seluruh jenjang jabatan;
5) Menyempurnakan metode untuk menghasilkan analisis kesenjangan

kompetensi melalui metode asesmen kompetensi;
6) Menyempurnakan penyusunan dokumen HCDP agar didalamnya memuat

rencana kebutuhan pengembangan kompetensi baik secara klasikal maupun
nonklasikal yang disusun berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi
pegawai;

7) Menyusun kebijakan internal pedoman pelaksanaan magang pegawai di
lingkungan instansi dan melaksanakan magang dengan durasi yang lebih
memadai untuk peningkatan kompetensi;

8) Melaksanakan coaching dan mentoring secara rutin dan terjadwal di seluruh
OPD;

9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan coaching dan
mentoring untuk melihat keberlangsungan coaching dan mentoring di OPD.

3. Promosi dan Mutasi
Menetapkan kebijakan internal mengenai manajemen talenta yang didalamnya
memuat detail bobot setiap unsur pembentuk parameter potensial dan kinerja.

4. Manajemen Kinerja
Melaksanakan analisis kesenjangan kinerja, serta membangun dan menerapkan
mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap
strategi/rencana aksi mengatasi permasalahan kinerja.

5. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin
Melaksanakan pemberian penghargaan secara rutin kepada pegawai berprestasi.
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6. Sistem Informasi
Melanjutkan pelaksanaan asesmen kompetensi kepada pegawai yang belum
pernah dilakukan asesmen.

Badan Kepegawaian berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-
rekomendasi yang diberikan oleh BKN di atas, dan terus berkoordinasi dengan BKN
agar pada tahun-tahun berikutnya capaian penilaian penerapan Sistem Merit sesuai
target, atau lebih baik lagi.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara telah

menentukan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan
dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan diperjanjikan kepada
Gubernur Sumatera Utara sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Badan Kepegawaian Provinsi
Sumatera Utara telah didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan
menyediakan alokasi anggaran pada APBD TA. 2024 sebagaimana yang telah tertuang
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera
Utara yang disertai dengan target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan. Pagu
tersebut telah dipergunakan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam rangka
untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian target kinerja
dimaksud.

Setelah dilakukan analisis dan perhitungan capaian kinerja dan anggaran tahun
2024 dapat dijelaskan bahwa capaian Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi
Sumatera Utara tahun 2024 adalah 101,03% sedangkan capaian realisasi anggaran
adalah sebesar 96,30 %. Untuk melihat realisasi anggaran tahun 2024 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
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Sumber : Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2024
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3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No Sasaran
Strategis

Indiaktor
Kinerja

Capaian
%

Prorgam /
Kegiatan

Indikator
Kinerja

Capaian % Menunjang
/ Tidak

Menunjang

Analisis

1. Terwujudnya
sistem merit

dalam
manajemen
ASN di

Pemerintah
Provinsi
Sumatera
Utara

Nilai
Sistem
Merit

100% Program
Kepegawaian

Daerah

Terlaksananya
Proses

Administrasi
Kepegawaian

98,80 % Menunjang Pelaksanaan
8 aspek
penilaian
sistem meit
ada pada
program ini

Pengadaan,
pemberhentian
dan Informasi
Kepegawaian

ASN

Terlaksananya
proses

administrasi
pemberhentian

dan
pengelolaan
data PNS

96,09 % Menunjang Aspek
penilaian

sistem merit
yang ke 1, 2

dan 8

Mutasi dan
Promosi

Terlaksananya
proses mutasi
dan promosi di
Lingk. Provinsi
Sumatera
Utara

99,27 % Menunjang Aspek
penilaian

sistem merit
yang ke 4

Pengembangan
Kompetensi ASN

Terlaksananya
proses

pengembangan
kompetensi

ASN

93,27 % Menunjang Aspek
penilaian

sistem merit
yang ke 3

Penilaian dan
evaluasi kinerja

aparatur

Terlaksananya
penilaian dan
evaluasi kinerja
aparatur dalam
pelayanan

kepegawaian
daerah

99,47 % Menunjang Aspek
penilaian

sistem merit
yang ke 5, 6

dan 7

Sumber : Laporan pelaksanaan evaluasi Rencana Kinerja tahun 2024

Keterangan :
Aspek-aspek penilaian sistem merit yakni:
1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karir;
4. Promosi dan mutasi;
5. Manajemen kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan pelayanan;
8. Sistem informasi.
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3.2 Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
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Sumber : Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Anggaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 telah dipergunakan
sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan, baik jumlah anggaran, target kinerja
maupun arus kas pelaksanaan kegiatan dengan realisasi anggaran 96,30 %.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah
yang baik (Good Governance) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan LKjIP
ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara
dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja
sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil
laporan kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 memiliki 1 (satu) sasaran
strategis dan tercapai dengan persentase 101,03%;

2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara
adalah:
a. Standar Kompetensi Jabatan untuk JPT Madya dan Jabatan Administrasi sedang proses

penyempurnaan;
b. Belum optimalnya Pengadaan ASN (khususnya mutasi masuk dari instansi luar);
c. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan karir ASN;
d. Belum optimalnya pemberian tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
e. Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN;
f. Belum optimalnya sistem Informasi kepegawaian dan layanan kepegawaian.
Rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan yang perlu dilakukan oleh Badan

Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setdaprovsu agar menyegerakan penyempurnaan dan

penetapan SKJ untuk JPT Madya dan Jabatan Administrasi;
2. Meningkatkan jumlah pegawai yang sudah dilakukan assessment untuk tiap-tiap jenjang

jabatan;
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024
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Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024
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Lampiran 3 Matriks Renstra (3 tahun)
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